SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 210 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020, diantaranya telah ditetapkan cadangan
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 dan
Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
yang merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah
Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun Anggaran 2020, Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan
kementerian negara/lembaga teknis terkait menyepakati
bidang, menu kegiatan, dan rincian kegiatan masing-
masing bidang yang akan didanai dari Cadangan Dana
Alokasi Khusus Fisik;

c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun
Anggaran 2020, Kabupaten Tanah Laut merupakan salah
satu daerah yang mendapatkan alokasi Dana Insentif
Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 periode
pertama;



d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional, ketentuan
mengenai rincian alokasi Bantuan Operasional Kesehatan
Tambahan menurut provinsi/kabupaten/kota, perubahan
struktur dan besaran insentif tenaga kesehatan dan tata
cara pengelolaan Dana Cadangan diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan;

e. bahwa Dberdasarkan Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 15/KM.7/2020, tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III
Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Tanah Laut merupakan
salah satu daerah yang mendapatkan alokasi dana
dimaksud;

f. bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 (satu) Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971/2944/SJ
tentang Pengelolaan Sisa Dana Bantuan Operasional
Sekolah Afirmasi dan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Kinerja Tahun Anggaran 2019 pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2020, sisa penggunaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Afirmasi dan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Kinerja yang digunakan pada belanja
lintas tahun anggaran 2019/2020 merupakan dana yang
sudah ditentukan penggunaannya dan memenuhi salah
satu kriteria mendesak pada pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

g. bahwa berdasarkan ketentuan butir V.28 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, yang diantaranya menyatakan bahwa
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan
Peraturan  Daerah  tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah wuntuk selanjutnya dituangkan dalam
Peraturan  Daerah  tentang Perubahan  Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam
Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan
penyesuaian pendapatan pada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan penambahan alokasi belanja
langsung pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
dan Pertanahan serta Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf c¢, maka perlu dilakukan
penambahan alokasi belanja tidak terduga pada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf d, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi
belanja langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf d dan huruf e, maka perlu dilakukan
penambahan alokasi belanja langsung pada Dinas
Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf f dan huruf g, maka perlu dilakukan
optimalisasi pada kelompok penerimaan pembiayaan
daerah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
penambahan alokasi belanja langsung pada beberapa
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf g, maka perlu penyesuaian alokasi belanja
tidak terduga pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dan penambahan alokasi belanja langsung pada Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, dan
huruf m, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 210
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah pada kelompok
pendapatan dana perimbangan dan kelompok pendapatan lain-lain
pendapatan daerah yang sah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Melakukan penambahan alokasi anggaran kelompok belanja langsung
pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan serta pada Dinas Kesehatan yang
merupakan akibat dari adanya penyesuaian target pada pendapatan
daerah.

Melakukan penambahan alokasi anggaran kelompok belanja langsung
pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang
merupakan hasil pergeseran dari jenis belanja tidak terduga.

Melakukan penambahan alokasi anggaran kelompok belanja langsung
pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
hasil dari optimalisasi kelompok penerimaan pembiayaan daerah.
Melakukan pengurangan alokasi anggaran belanja langsung pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak karena adanya penyesuaian alokasi dana alokasi
khusus non fisik bantuan operasional keluarga berencana.

Melakukan penyesuaian pada uraian/redaksi/satuan/harga
satuan/volume, pergeseran antar rincian objek belanja, antar objek
belanja  pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun
penyesuaian nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial
yang dananya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Melakukan penambahan alokasi anggaran jenis belanja tidak terduga
karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah.

Penambahan alokasi anggaran jenis belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) adalah untuk menjamin ketersediaan dana dalam
hal penanganan dan/atau penanggulangan dampak yang timbul akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran I menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA i
KEPALA BAGIAN HUKUM pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIAT DAERAH
. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 100



